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RINGKASAN

Lutfianti  Yuniar Wahyuningtyas, 22101091054, Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang,
2025,“Evaluasi Kebijakan Badan Penyelanggara Jaminan Kesehatan (BPJS)
Dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Di Kota Malang”
Dr.Afifuddin,S.Ag.,M.Si,Langgeng Rachmatullah Putra. S.AP., M.AP

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan salah
satu program jaminan sosial yang di inisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan
tujuan untuk menyediakan akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan BPJS
Kesehatan dijalankan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Kota
Malang. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana program BPJS membantu
masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang mudah, merata, dan
berkualitas. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, BPJS Kesehatan telah menjadi
bagian integral dalam sistem kesehatan nasional, yang bertujuan untuk
memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan medis yang memadai
tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Program ini juga mencakup berbagai
pelayanan medis mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga tindakan medis lainnya
yang dibiayai sepenuhnya oleh BPJS, sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan di Kota Malang sudah
cukup berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan, terlihat dari capaian UHC
107,5%.Namun,pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan merata.Namun
masih ditemukan antrian panjang, Kketerbatasan tenaga medis, dan perbedaan
pelayanan antara pasien BPJS dan umum.Proses administrasi dan klaim juga
masih lambat.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang telah
berjalan cukup baik dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat,
terutama melalui perluasan kepesertaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas
kesehatan.Meskipun demikian, kebijakan ini tetap tepat sasaran dan memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu,
diperlukan perbaikan sistem pelayanan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi digital agar program BPJS
Kesehatan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan,BPJS Kesehatan,Akses Pelayanan Kesehatan
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SUMMARY

Lutfianti Yuniar Wahyuningtyas, 22101091054, Public Administration Study
Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025,
"Evaluation of the Health Insurance Agency (BPJS) Policy in Increasing
Access to Health Services in Malang City", Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si, Langgeng
Rachmatullah Putra. S.AP., M.AP)

The Social Security Agency (BPJS) for Health is a social security
program initiated by the Indonesian government with the aim of providing
equitable and affordable healthcare access for all levels of society. This study
examines how BPJS Health policies are implemented to improve access to
healthcare services in Malang City. The goal is to assess the extent to which the
BPJS program helps the public obtain easy, equitable, and high- quality
healthcare services. Since its launch in 2014, BPJS Health has become an
integral part of the national healthcare system, aiming to ensure that every citizen
receives adequate medical services without being burdened by high costs. This
program also covers a variety of medical services, from outpatient care and
inpatient care to other medical procedures, which are fully funded byBPJS, thus
expected to improve the overall health welfare of the Indonesian people.

The results of the study show that BPJS Kesehatan in Malang City has
been quite successful in increasing access to health services, as seen from the
UHC achievement of 107.5%. However, its implementation has not been fully
effective and equitable. However, long queues, limited medical personnel, and
differences in services between BPJS patients and the general public are still
found. The administration and claims processes are also still slow.

It can be concluded that the BPJS Kesehatan policy in Malang City has
been quite effective in improving public access to healthcare services, particularly
through expanded membership and easier access to healthcare facilities.
Nevertheless, this policy remains well- targeted and provides tangible benefits to
low-income communities. Therefore, improvements to the service system,
equitable distribution of healthcare facilities, and improvements in human
resource quality and digital innovation are needed to ensure the BPJS Kesehatan
program runs more optimally and sustainably in the future.

Keywords: Policy Evaluation, BPJS Kesehatan, Access to Healthcare
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan salah
satu program jaminan sosial yang di inisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan
tujuan untuk menyediakan akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, BPJS Kesehatan
telah menjadi bagian integral dalam sistem kesehatan nasional, yang bertujuan
untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan medis yang
memadai tanpa harus terbebani oleh biaya yang tinggi. Program ini juga mencakup
berbagai pelayanan medis mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga tindakan medis
lainnya yang dibiayai sepenuhnya oleh BPJS, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Namun, implementasi kebijakan BPJS di lapangan,masih menghadapi berbagai
tantangan  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas  pelayanan  yang
diberikan.(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Prinsip Manfaat menekankan pentingnya perawatan yang efisien dan
efektif untuk memberikan layanan optimal kepada peserta. Konsep keadilan sosial
kini menjadi fokus utama yang ingin dicapai oleh SJSN yang bertujuan untuk
memastikan bahwa hak-hak peserta dan program-program yang ada ditegakkan.
SJSN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Program ini dirancang

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mandiri peserta dan keluarga mereka,
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terutama dalam situasi kehilangan atau penurunan pendapatan, seperti kematian,
kecelakaan, pengangguran, pensiun, atau masa tua (Surya, 2023).

Di Indonesia, kualitas kesehatan masyarakat masih termasuk dalam
kategori rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk
penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, kemampuan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, biaya yang tinggi, dan
masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan (Kusumastuti,
2020).

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan manfaat yang
besar bagi masyarakat, khususnya pada golongan menengah ke bawah. Namun
penerapan sistem ini tidak lepas dari beberapa faktor, seperti lokalisasi manfaat
antara pasien BPJS dan non-BPJS. Banyak rumah sakit yang menunjukkan
perbedaan pelayanan signifikan terhadap pasien BPJS dan non-BPJS. Pasien BPJS
seringkali merasa rawat inap di rumah sakit tidak memadai, ruangan terbatas, dan
proses pengobatan lebih lama. Sikap dan respon petugas kesehatan terhadap
pasien BPJS terkadang buruk. Hasil ini menunjukkan semakin besarnya
kesenjangan sosial antara pasien BPJS dan non-BPJS. Tampaknya pasien BPJS
mendapatkan pengobatan yang tidak sesuai standar dan prosedur yang tepat serta
sering terabaikan (Utami & Ginting, 2022).

Kualitas kesehatan pada masyarakat di Indonesia masih termasuk pada
kategori rendah. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai
macam faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya berupa tidak terjangkaunya

pelayanan kesehatan karena mahalnya biaya, penyebaran tenaga kesehatan yang
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tidak merata, masih rendahnya kemampuan akses dari masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan, pelayanan tidak yang memadai, serta masih rendahnya
kesadaran dari masyarakat dengan perilaku hidup sehat (Kusumastuti & Fajar ND,
2020).

Pada tahun 2011 pemerintah menerapkan UU Nomor 24 tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes
(persero) sebagai penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan. Melalui
program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat yang diselenggrakan
BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh
jaminan kesehatan yang komprehensif,adil dan merata (BPJS Kesehatan, 2022).

Beberapa fakta terjadi terlantarnya pasien BPJS kesehatan saat mencari
pengobatan di puskesmas ataupun rumah sakit, lambatnya pelayanan penanganan
terhadap pasien BPJS kesehatan, sulitnya mencari ruangan perawatan rumah sakit.
Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian bahwa adanya keluhan
beberapa petugas kurang ramah dalam memberikan pelayanan, kurangnya rasa
simpati petugas terhadap pasien, dan tidak sesuainya ekspektasi pasien terhadap
pelayanan yang diberikan. Apabila kondisi tersebut tidak diperbaiki secara
seksama, akan memberikan dampak pada pelayanan kesehatan yang akan tambah
menjadi lebar kesenjangan pelayanan, bahkan berpotensi menjadi layanan
kesehatan yang semakin mahal, lamban, tidak transparan (Tarigan & Saragih,
2022).

Penduduk Indonesia yang terus berkembang dan meningkat, bersama

dengan perkembangan jenis penyakit yang semakin banyak, menyebabkan
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peningkatan kebutuhan akan layanan kesehatan. Selain itu, program BPJS secara
tidak langsung meningkatkan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Dengan
bertambahnya jumlah rumah sakit, persaingan di antara penyedia layanan
kesehatan ~ juga  meningkat. Untuk  mempertahankan  pasien  dan
mendapatkankontrak BPJS Kesehatan, rumah sakit harus terus berinovasi dan

memberikan layanan berkualitas tinggi (Betan et al., 2023).

Peserta Program JKN

1,94%

41,28%

16,75%

278.658.723

Jenis Peserta
Il P8I APBN Il FPu-BU
PBI APBD [ PEPU - Pekerj.

Il PPU-PN B Bukan Pekerja

Gambar 1.1 Peserta Progam BPJS

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang,2025
Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, cakupan kepesertaan

JKN atau Universal Health Coverage (UHC) per 1 Agustus 2024 telah mencapai
107,5%, meningkat dibandingkan 107,01% pada 1 Desember 2023 dan 106,5%
pada 1 Desember 2022. Selain itu, jumlah peserta aktif JKN hingga 1 Agustus

2024 tercatat sebanyak 844.252 jiwa (95,85%), mengalami peningkatan dari
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832.611 jiwa pada bulan Desember 2023.

Implementasi BPJS Kesehatan di Kota Malang mengalami kemajuan yang
cukup signifikan melalui berbagai inovasi yang mendukung peningkatan akses
dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu inovasi unggulannya
adalah peluncuran aplikasi E-JKN Cekat (Cepat, Efektif, dan Akurat), hasil
kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Malang. Aplikasi ini
dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi
JKN-KIS, seperti melakukan pendaftaran peserta baru, mengubah data
kepesertaan, hingga melakukan penonaktifan kartu. Proses tersebut kini dapat
dilakukan di tingkat kelurahan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS,
sehingga lebih praktis dan menghemat waktu. Selain itu, seluruh pengajuan akan
diverifikasi secara digital oleh instansi terkait, yang membantu mempercepat
proses dan meningkatkan transparansi pelayanan. Dengan sistem ini, warga Kota
Malang semakin dimudahkan dalam mengakses hak mereka atas jaminan
kesehatan secara efisien dan terstruktur.

Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Malang masih mengalami berbagai
masalah yang mempengaruhi kepuasan peserta. Salah satu isu yang paling
signifikan adalah antrian yang panjang di tempat kesehatan, baik di puskesmas
maupun rumah sakit, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya tenaga medis
dan sistem antrian yang belum efisien. Selain itu, peserta juga merasa frustasi
dengan lambatnya proses rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke
rumah sakit yang ditunjuk, yang menghalangi penanganan medis lebih lanjut.

Banyak warga juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi atau
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layanan administrasi BPJS, seperti pengaturan pindah faskes, klaim, dan aktivasi
kartu, karena minimnya sosialisasi dan jumlah petugas layanan yang terbatas.
Masalah lain yang cukup mencolok adalah masih adanya perlakuan berbeda
dalam pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum, di mana peserta BPJS
merasa mendapatkan perlakuan kurang baik atau diutamakan lebih rendah. Semua
ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem manajemen
pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di
Kota Malang.

Penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Kota Malang masih menghadapi
sejumlah  permasalahan yang berdampak langsung pada peserta dan
kualitaslayanan. Salah satu permasalahan utama adalah pemutusan sepihak
kepesertaan Penerima Bantuan luran Daerah (PBID) yang dibiayai APBD
Provinsi, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya, sekitar 1.000
peserta mengalami penolakan saat berobat karena kartu mereka dinonaktifkan
secara tiba-tiba, dan proses reaktivasi melalui APBD Kota membutuhkan waktu
hingga tujuh hari kerja. Permasalahan lain adalah kurangnya transparansi dan
komunikasi mengenai perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Banyak peserta tidak mengetahui bahwa klinik tempat mereka biasa berobat telah
berhenti bekerja sama dengan BPJS, sehingga mereka baru mengetahuinya saat
ditolak saat hendak berobat. Selain itu, adanya pemutusan kerja sama oleh
beberapa rumah sakit, seperti RS Persada, yang akan menghentikan layanan JKN
mulai Januari 2025, menimbulkan kekhawatiran bagi peserta

yangmembutuhkan perawatan berkelanjutan. Tak hanya itu, keterlambatan
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pembayaran klaim BPJS kepada rumah sakit juga menjadi kendala, dengan 29
rumah sakit di Malang Raya mengalami penundaan klaim, yang meski  kecil
dalam persentase, tetap mengganggu kelancaran operasional dan kualitas

layanan.Permasalahan- permasalahan ini mencerminkan perlunya
peningkatan koordinasi, transparansi, serta penguatan sistem pelayanan BPJS agar
masyarakat Kota Malang dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara
maksimal.

Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Malang mengalami peningkatan
signifikan melalui inovasi digital yang terintegrasi. Salah satu terobosannya
adalah hadirnya aplikasi layanan kepesertaan yang memudahkan warga untuk
mendaftar maupun menonaktifkan keikutsertaannya dalam program jaminan
kesehatan nasional, khususnya bagi yang dibiayai oleh pemerintah kota. Aplikasi
ini dirancang untuk menyasar warga ber-KTP dan KK Kota Malang yang belum
memiliki jaminan kesehatan aktif atau ingin berhenti sebagai peserta. Pengajuan
dilakukan melalui kelurahan setempat. Verifikasi ini mencakup identitas, status
sosial, pekerjaan, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan dipilih.
Seluruh proses berjalan secara digital, memungkinkan warga memantau status
pengajuan secara langsung tanpa perlu datang ke kantor BPJS. Inovasi ini
mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas serta kemudahan akses layanan
kesehatan turut diperkuat melalui kebijakan penganggaran untuk mendukung

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Penerima Bantuan
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luran (PBI). Sekitar 40% peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang
didanai oleh Pemerintah Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

il Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Kota
Malang (2022-2024)

Jumlah Persentase
Peserta Cakupan

Tahun Aktif UHC Keterangan
2022 Data tidak 106,5% Per1
tersedia Desember
2022
2023 832.6M 107,01% Per1
jiwa Desember
2023
2024 844.252 107,5% Per1
jiwa Agustus

2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Malang

Gambar 1.2 Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Kota Malang 2022-
Sumber: Dinas Kessggétlan Kota Malang, 2024
Menurut data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, per tanggal
1 Agustus 2024 tingkat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di kota
tersebut telah mencapai 107,5%. Angka ini menunjukkan peningkatan
dibandingkan capaian sebelumnya, yaitu 107,01% pada 1 Desember 2023 dan
106,5% pada 1 Desember 2022. Selain itu, jumlah peserta aktif dalam program
JKN hingga 1 Agustus 2024 tercatat sebanyak 844.252 orang atau 95,85%,
mengalami kenaikan dari 832.611 orang pada bulan Desember 2023.

Selain perbaikan dari sisi akses dan kualitas, tingkat kepuasan pasien juga

menjadi indikator penting dalam evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan. Menilai
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kepuasan pasien terkait dengan pelayanan yang diterima di BPJS Kota Malang
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program ini.
Pengukuran kepuasan pasien dapat dilakukan melalui survei atau wawancara
langsung dengan pasien setelah menerima layanan. Dalam hal ini, penting untuk
melibatkan pasien dalam proses evaluasi, agar hasil yang diperoleh benar-benar
mencerminkan pengalaman mereka selama menggunakan layanan BPJS di rumah
sakit. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk terus melakukan
pemantauan dan evaluasi kepuasan pasien secara berkala, serta memberikan ruang
bagi pasien untuk menyampaikan keluhan atau saran yang konstruktif, baik
melalui jalur formal maupun informal (Fauzi, 2020).

Selanjutnya, penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap
evaluasi dan perbaikan kebijakan. Masyarakat sebagai pengguna layanan BPJS
Kesehatan di Kota Malang memiliki perspektif yang sangat berharga mengenai
kekurangan dan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu,
pendekatan partisipatif dalam evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan
melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pasien, keluarga pasien, dan

masyarakat umum. Melalui forum diskusi,survei, atau musyawarah
masyarakat, suara dan harapan mereka dapat didengar dan dijadikan acuan dalam
perumusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat
dalam proses evaluasi, maka akan tercipta rasa kepemilikan terhadap kebijakan
yang diambil, sehingga masyarakat akan lebih mendukung upaya-upaya perbaikan
yang dilakukan (Bappenas, 2023).

Dijelaskan bahwa BPJS Kota Malang juga perlu melakukan evaluasi
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internal terhadap proses pelayanan yang ada. Hal ini mencakup penilaian terhadap
sumber daya manusia, infrastruktur, dan manajemen rumah sakit. Penelitian ini
menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tenaga medis dan perbaikan fasilitas
kesehatan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Oleh karena itu, BPJS Kota Malang harus mempertimbangkan pelatihan
berkelanjutan bagi tenaga medis dan investasi dalam perbaikan infrastruktur untuk
memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada
pasien (Sari et al., 2021).

Mulai 1 Januari 2025, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan Persada
Hospital resmi mengakhiri kerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi peserta
JKN, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kepala BPJS Cabang Malang,
Dr. Roni, memastikan bahwa peserta JKN yang rutin berobat di Persada Hospital,
seperti pasien hemodialisa, kemoterapi, dan kontrol rutin, akan dialihkan secara
bertahap ke rumah sakit lain di Malang Raya sesuai preferensi pasien.

Keberhasilan Kota Malang dalam mencapai cakupan semesta jaminan
kesehatan (UHC) dengan 102% peserta hingga Mei 2022 patut diapresiasi, namun
masih menyisakan sejumlah persoalan. Sebanyak 1.000 peserta BPJS Kesehatan
segmen PBID yang sebelumnya dibiayai oleh APBD Provinsi tiba-tiba

dinonaktifkan karena pemutusan perjanjian kerja sama (PKS) tanpa
pemberitahuan, mengakibatkan sejumlah warga, seperti Heru Winarto, kesulitan
mengakses layanan kesehatan. Proses aktivasi ulang melalui APBD Kota Malang
memerlukan waktu hingga 7 hari kerja, meskipun pihak Dinkes menyebut

pengaktifan bisa dilakukan dalam 1x24 jam jika NIK valid. Total ada 7.239

10
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peserta dalam proses pengalihan pembiayaan dari provinsi ke kota, namun
validasi baru mencakup dua kecamatan. DPRD Kota Malang melalui Arief
Wahyudi menyoroti lambatnya birokrasi, ketiadaan SOP yang jelas, dan adanya
warga mampu yang justru ditanggung APBD demi mengejar target UHC,
sehingga menimbulkan pemborosan anggaran dan menyulitkan warga kurang
mampu yang lebih membutuhkan jaminan kesehatan.

Menanggapi berakhirnya kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Persada
Hospital, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan, dr. Husnul
Muarif, menyatakan menghormati keputusan manajemen rumah sakit tersebut dan
menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi
seluruh masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS. Pemerintah akan berkoordinasi
dengan BPJS untuk memastikan proses alih layanan ke rumah sakit mitra berjalan
lancar, sekaligus meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan lain agar kebutuhan
masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Dinkes juga membuka saluran informasi
dan pengaduan bagi masyarakat yang terdampak. Husnul optimis bahwa dengan
sinergi semua pihak, pelayanan kesehatan di Kota Malang tetap dapat berjalan
optimal, seraya mengapresiasi kontribusi Persada Hospital selama ini.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas,
maka peneliti memfokuskan beberapa hal untuk merumuskan pokok masalah.
Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut:
1. Bagaimana evaluasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS

) dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di BPJS Kota Malang?

11



2. Apa hambatan kebijakan BPJS dapat mempengaruhi kualitas pelayanan
kesehatan di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

REPOSITORY

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, terdapat Tujuan

University of Islam Malang

diadakannya penelitian yang harus diketahui. Berikut Tujuan Penelitian:

1. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan BPJS dalam
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang,
serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan
rekomendasi perbaikan agar program ini lebih efektif.

2. Bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ada dalam
pelaksanaan kebijakan BPJS di Kota Malang dan bagaimana hambatan
tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh
peserta. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami faktor- faktor yang
menghalangi peningkatan kualitas layanan dan mencari solusi untuk

mengatasi kendala- kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. BagiPenulis
Dapat memberikan pemahaman bagi penulis tentang evaluasi kebijakan
dalam program jaminan kesehatan. Dan sebagai tolak ukur bagaimana kebijakan
yang diterapkan dalam mempengaruhi kualitas layanan di BPJS Kota Malang.

b. Bagi Mahasiswa

12
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Sebagai sarana pengembangan ilmu atau pengetahuan tentang evaluasi
kebijakan dalam kualitas pelayanan kesehatan khususnya di BPJS Kota Malang.
c. Bagi Universitas Islam Malang

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti di masa
mendatang atau bagi pihak lain yang tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai
evaluasi kebijakan BPJS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah
Kota Malang dan instansi terkait dalam merumuskan strategi serta kebijakan yang
lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program
BPJS. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya peran serta dalam sistem jaminan kesehatan khusunya di

BPJS Kota Malang.

13
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BAB V

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang dalam
meningkatkan akses pelayanan kesehatan menunjukkan adanya upaya yang cukup
sistematis melalui peningkatan kepesertaan, digitalisasi administrasi, serta
penyediaan fasilitas rujukan. Pelaksanaan kebijakan ini dapat dianalisis dengan
indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan
ketepatan. Dari sisi efektivitas, cakupan peserta JKN telah melebihi target
Universal Health Coverage (UHC) dan aplikasi digital E-JKN Cekat
mempermudah akses administrasi. Efisiensi pelaksanaan masih menghadapi
kendala berupa antrean panjang, keterlambatan rujukan, serta lambannya proses
klaim rumah sakit. Pemerataan pelayanan belum optimal karena distribusi tenaga
medis dan fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di pusat kota. Meski demikian,
responsivitas pemerintah daerah terlihat melalui pembaruan layanan digital dan
keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan. Secara umum,
implementasi BPJS Kesehatan di Kota Malang sudah menunjukkan arah
perbaikan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pelayanan langsung
di lapangan.

2. Hambatan kebijakan BPJS Kesehatan yang memengaruhi kualitas

pelayanan di Kota Malang meliputi faktor teknis, administratif, dan sosial.
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Dari aspek teknis, rumah sakit sering mengalami overload pasien sehingga waktu
tunggu rawat inap dan rawat jalan menjadi lama, sementara keterlambatan
pencairan klaim mengganggu kelancaran operasional layanan. Dari aspek
administratif, birokrasi rujukan masih berbelit serta koordinasi antarinstansi
belum sepenuhnya berjalan efektif. Keterbatasan sosialisasi juga menyebabkan
sebagian masyarakat kesulitan mengakses informasi tentang perubahan fasilitas
kesehatan maupun prosedur administrasi. Dari sisi sosial, masih ada perlakuan
berbeda antara pasien BPJS dan pasien umum, yang memengaruhi tingkat
kepuasan peserta. Hambatan- hambatan ini menunjukkan perlunya sinergi yang
lebih kuat antara BPJS, pemerintah daerah, dan penyedia layanan kesehatan,
disertai peningkatan transparansi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat
agar kualitas layanan kesehatan dapat tercapai secara merata dan optimal.

7.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Malang

a) Meningkatkan koordinasi lintas instansi (Dinas Kesehatan,
BPJS, rumah sakit, DPRD) melalui forum rutin untuk
memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

b) Menambah alokasi anggaran kesehatan khususnya untuk
pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas
puskesmas, dan penyediaan tenaga medis di wilayah
pinggiran.

C) Memperkuat fungsi FKTP sebagai garda terdepan dengan

menyediakan sarana laboratorium dasar, telemedicine, dan
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d)

9)

h)

)

memperluas jam layanan.
Membuat sistem rujukan digital yang lebih cepat dan SOP

jalur khusus bagi pasien kronis serta gawat darurat.

Mempercepat proses aktivasi peserta, khususnya PBID,
melalui integrasi data NIK dengan Dukcapil dan posko
layanan di tingkat kelurahan.

Menetapkan aturan tegas mengenai larangan diskriminasi
layanan antara pasien BPJS dan umum serta
melakukan pengawasan berkala di fasilitas

kesehatan.

Melakukan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban
peserta BPJS melalui program literasi kesehatan dan
sosialisasi tatap muka maupun daring.

Memastikan keberlanjutan kerja sama dengan rumah sakit
swasta melalui evaluasi PKS dan mekanisme alih layanan
pasien kronis bila terjadi pemutusan kerja sama.

Membuka layanan pengaduan publik yang transparan
dengan SLA penyelesaian keluhan serta menampilkan
dashboard informasi capaian UHC, klaim, dan data fasilitas
mitra.

Memberikan insentif khusus bagi tenaga medis yang
ditempatkan di daerah yang kekurangan tenaga serta

mendukung pelatihan berkelanjutan.
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2. Bagi BPJS Kesehatan Kota Malang
a. Menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat

proses klaim rumah sakit dengan digitalisasi penuh (e-

REPOSITORY

claim, e-verifikasi).

University of Islam Malang

b. Mengoptimalkan layanan digital Mobile JKN dan
menyediakan pendampingan khusus bagi masyarakat yang
kurang melek teknologi.

C. Membentuk layanan administrasi terdesentralisasi di
kecamatan/kelurahan agar masyarakat lebih mudah
mengurus kepesertaan.

d.  Memperkuat manajemen pasien kronis dengan sistem
case management agar pasien tetap terjamin meskipun ada

perubahan mitra rumah sakit.

e. Menjalin kerja sama lebih erat dengan rumah sakit mitra,
termasuk kontrak layanan yang mencakup SLA waktu
tunggu, standar pelayanan, dan kepuasan pasien.

f.  Menyediakan dashboard internal untuk memantau beban
rumah sakit, klaim, dan rujukan sehingga redistribusi
pasien dapat dilakukan lebih cepat.

g. Membuka kanal pengaduan yang mudah diakses
(WhatsApp, call center, website) dengan sistem tiket dan
target waktu penyelesaian yang jelas.

h. Melatih tenaga front office dan petugas administrasi
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agar lebih ramah, profesional, serta mampu memberikan
solusi cepat terhadap masalah peserta.

i.  Mensosialisasikan setiap perubahan fasilitas kesehatan atau

REPOSITORY

kerja sama rumah sakit minimal 30 hari sebelumnya agar
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masyarakat tidak dirugikan.

j.  Berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program
promotif-preventif (skrining kesehatan, vaksinasi, edukasi
penyakit kronis).

3. Bagi Masyarakat
a. Lebih aktif mempelajari hak dan kewajiban sebagai peserta

JKN agar tidak mengalami kendala saat menggunakan layanan.

b. Memanfaatkan aplikasi Mobile JKN atau layanan digital untuk
pendaftaran, pengecekan status, serta perubahan data guna

mengurangi antrean tatap muka.

c. Mengutamakan pemanfaatan layanan di FKTP seperti
puskesmas atau klinik sesuai prosedur sebelum meminta rujukan

ke rumah sakit.

d. Aktif melaporkan apabila menemukan diskriminasi atau
pelayanan yang kurang baik dengan menyertakan bukti lengkap

melalui kanal pengaduan resmi.
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e. Berpartisipasi dalam kegiatan promotif dan preventif seperti
posyandu, skrining kesehatan, serta penyuluhan gizi untuk

mencegah penyakit.

f. Membentuk kelompok dukungan pasien kronis untuk berbagi
informasi dan memperkuat advokasi apabila terjadi permasalahan

layanan.

g. Menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat,
serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin guna

mencegah penyakit.

h. Mengikuti forum musyawarah masyarakat atau survei kepuasan

pasien untuk memberikan masukan terhadap perbaikan kebijakan.

I. Menggunakan layanan pengaduan secara bijak, melakukan
tindak lanjut apabila belum ditindaklanjuti, serta mengeskalasi ke

instansi pengawas jika diperlukan.

J. Menyimpan dokumen kesehatan penting seperti rekam medis,
daftar obat, dan kartu BPJS digital agar memudahkan pelayanan

terutama dalam kondisi darurat.
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